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WALi KOTA MEDAN 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

KEPUTUSAN W ALi KOTA M EDAN 
NOM O R 188 4 5 / 496 K/2019 

TENTAN G 
FORUM ANAi< KOTA M EDAN TAI! UN 20 19 -2021 

WALi KOTA MEDAN , 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Runmh Tangga (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. 
Ta1nbahan Lembaran Negara Repubhk lndonrsm Noino1 
-t4l 9); 

5. Undang-U ndang Nomor 21 Tahun 2007 1entang 
Pemberantasan Tindak Ptdana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo1 
58. Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indones1R 
Nomor 4 720): 

6 . Undang-U ndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosia1 (Lembaran Negara Indonesia TRhun 
2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Repu bhk 
Indones ia Nomor 4967): 

7. Undang-U ndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang S,stem 
Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik lndones,a 
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5332); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 '-+ ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang 
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara 
Rep ublik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005) ; 

10. Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 ten tang 
Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Rep ublik 
Jndo nesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebij akan Kabupaten / Kota 
Layak Anak (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2009 
Nomor 181); 

12 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
perlind ungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Lavak Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oi2 Nomor 
168); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 
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~ 3. ?erarnran ~!emeri \egara Pemberda:·aa.n Per-e mpuan dan 
?erl.mdungan .-\nak \ omo:- 12 Tahun 20 11 renrnng 
lndi.kator Kabupa ten Kota La:·ak .-\nak lBerua ~egara 
Republik Indonesia Tahun 2012 :\'omor 169): 

1-L Perarnran Menteri l\egara Pernberdayaan Perempuan dan 
Perl.indungan .-\na..l.;: "i\omor 13 Tahun 2011 tentan g 
Pandu an Pengembangan Kabupaten / Kota La:·a.k Anak 
(Serita Kegara Repu btik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 
170): 

15. Peraruran Menteri Negara Pemberdayaan Perem puan dan 
Perl.indungan .-\nak Nomor 1-+ Tahun 20 11 tentang 
Panduan E\·aluasi Kabupaten / Kota La.yak .-\ nak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 1): 

16 . Peraruran Daerah Kota l\ledan Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota i\1edan Tahun 2009 Nomor 7. 
Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kota l\1edan 
Nomor 4): 

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tah un 2016 
tentang Pembemukan Perangkat Daerah Kota t\ fedan 
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15. 
Tambahan Lembaran Daerah Kora Medan Nomor 5): 

18. Peraruran Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 20 17 tentang 
Kedu dukan. Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi dan 
Ta ta Kerja Perangkat Daerah (Berira Daerah Kora Medan 
Tahun 2017 Nomor 1). sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. 
Togas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39) ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM ANAK KOTA 
MEDAN TAHUN 2019-2021. 

Membentuk Forum Anak Kota Medan Tahun 2019-2021 
l 

dengan sususan personalia sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Forum Anak Kota Medan sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 
a . Menyalurkan aspirasi anak; 
b . Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu 

terkait dengan hak anak; 

dalam 

\'ano­. b 



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

c . Mengkoordinasikan semua kegiatan ~-ang dila ksa nHkan 
oleh divisi-divisi dalam Forum .-\nak Kota Medan : 

d . Menjadikan Forum .!\nak 1-:ota Medan sebaga i wahana 
untuk mempelajari serta mengembangka n ilmu 
pengetahuan dan teknologi: 

e . f\1enjadikan Forum Anak Ko ta t\ledan sebagai wa ha nn 
komunikasi dan interaksi a nak Kota l\ledan : 

f. Menjadikan Forum Anak Kota Meda n sebagai \,·a ha na 
menciptakan kader-kader perubahan serta motirn tor bRgi 
anak l\.ota t\ledan : 

g. Menjadikan Forum Anak l\.ota Meda n sebagai \\"ahana 
berpiki.r kriti s dan peka terhadap fe nomena sosial yang 
terj adi di masyarakat: 

h . Menjadikan Forum Anak Kota Medan sebaga i wadah 
untuk meningkatkan kecintaan terhadap kebersihan . 
keindahan dan kelestarian lingkungan : 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota 
Medan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota 
Medan . 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA, Forum Anak Kota Medan dapat berkoordina si 
dengan instansi terkait. 

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan 
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran berjalan pada pos 
anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan . 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka Keputusa n Wali 
Kota Medan Nomor 463 /1 101 .K/ XII / 201 7 tentang 
Pembentukan Forum Kota Anak Medan Tahun 2017-2019. 
dicabut dan dinyatal<an tidak berlaku . 
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KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal d itetapkan , denga11 

keten~uan segala sesuatu akan diadakan perubahan dan 

perba.ikan kembali apabila terdapat kesalahan dan / atau 
kekeliruan di dalamnya. 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 2 Desember 2019 

Plt. WALI KOTA MEDAN, 

ttd 

AKHYAR NASUTION 

Tembusan : 
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ; 
2. Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan ; 
3. Inspektur Kota Medan ; 
4. Kepala BAPPEDA Kota Medan ; 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan; 
6 . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan; 
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan; 
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan; 
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; 
10. Masing-masing bersangkutan;dan 
11 . Arsip . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Sl TAR!AT DAERAH KOTA MEDAN, 

BAM~ .H. 
Pem~;,6, S 

NIP. 196205 15 199011 1 001 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN 
NOMOR 188.45/496 .K/2019 
TENTANG 
FORUM ANAK KOTA MEDAN TAHUN 201 9-202 1 

SUSU NAN PERSONALlA 
FORUM ANAK KOTA MEDAN PERI ODE 20 19-202 1 

Pembina 

Pen anggung Jawab 

W ak:il Penanggung 
Jawab I 

W akil Penanggung 
Jawab II 

Ketua Umum 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

W a kil Sekretaris 

Bendahara 

W a kil Bendahara 

Koordinator Humas 
dan Media elektronik 

Anggota 

1. Wali Kota Medan . 
2 . W akil W ali Kota Medan . 
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan. 
4 . Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga Kota Medan . 

Sekretaris Daerah Kota Medan . 

Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah 
Kota Medan. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan . 

ZAKARIA RAFI. 

ILHAAMAAL YAZID. 

KHAIRUNNIE MARHAMAH. 

AZZAHRA ZWEIDA HARAHAP. 

SY AHDA HARSANTI. 

ELVIRA DWI ARISTA. 

RAIHAN HAYKAL NASUTION. 

1. NADYA KHAIRUNNISA 

2. YOLANDA SALSABHILA 

3. DWI PUTRI LISTARIAN 

4 . UMMI HANIF AA 

5 . FAHMI AFRIZAL 



Koordinator Karya dan 
Seni 

Anggota 

1-\ oord in ator D a ta 

Anggota 
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NADILLA ZAHFIRA. 

l .ARYO JAGAD SATRIO 

2. SIT! HALIZA 

3. ILHAMMUL AL F'AJRI 

4 . MUZZAMMIL 

5 . NUR ZAHRAH AFIFAH HASIBUAN 

6.NOVIA FITRI ANANDA 

7. NATASYIAH NASILA 

NADYA KHAIRUSSYlFA 

1. SYAHRAINI PUSPA DAULAY 

2. LATIF'A HUSNA HASIBUAN 

3. DWI FIREIANI AZHARI 

4 . ADINDA RUTH 

5 . CITRA KIRANA PUTRI 

6 . RISKA !NOAH AMELIA NASUTIO N 

Pit. WALi KOTA MEDAN, 

ttd 

AKHYAR NASUTION 

Sal inan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUK UM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN, 

, S. H . 

Pembina 
NIP. 19620515 199011 1 001 
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